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Sebagal sebuah negara besar, Indonesia harus menerima perbedaan dan keragaman sebagai sebuah berkah.
Perbedaan fisik dan budaya adalah asset. K eragaman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk saling
menjatuhkan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kurun waktu puluhan tahun, warga etnis Tionghoa
selalu menjadi sorotan tajam di negeri ini. Mereka sering dipersulit saat mengurus berbagai dokumen
kewarganegaraan, disudutkan, dan dijadikan kambing hitam ketika masal ah-masal ah berbau rasialis muncul
di negeri ini. Melalui Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 lah pertama kalinya SBKRI diatur dan ternyata
menjadi kewajiban bagi warga etnis Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini menjadi suatu
perlakuan yang diskriminatif bagi mereka. Ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan pada 11 Juli 2006 oleh DPR dianggap bersgjarah karena undang-undang ini menggantikan
undang-undang kewarganegaraan yang sudah berumur 48 tahun. Undang-undang kewarganegaraan yang
baru dianggap lebih manusiawi dan memuat aspirasi warga etnis Tionghoa untuk diperlakukan sama dengan
warga negara yang lain. Memang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang K ewarganegaraan
Republik Indonesia tidak mengatur mengenai SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan secara khusus, akan
tetapi bila ditafsirkan dari normayang terkandung di dalamnya, pemaknaan ?orang-orang bangsa Indonesia
asli, maka secara jelas undang-undang ini mengandung konsep natural born citizenship. Dengan demikian,
warga keturunan Tionghoa merupakan warga Indonesia asli yang tidak memerlukan bukti kewarganegaraan,
sebagaimana WNA yang melakukan naturalisasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan
menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Studi dokumen tersebut diperoleh dari sejumlah fakta
atau keterangan yang terdapat di dalam dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan perundang-undangan yang
terkait dengan topik penelitian. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa SBKRI tidak lagi valid setelah
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 terbit hanya sgja dalam prakteknya masih ada warga etnis Tionghoa
yang harus menyertakan SBKRI ketika mengurus dokumen kewarganegaraan dengan berbagai alasan.

...... As alarge country, Indonesia should accept difference and diversity as a blessing. Physical and cultural
differences are assets. Diversity should not be used as an excuse to bring down each and violate human
rights. In a period of decades, ethnic Chinese have always been under the spotlight in this country. They are
often compounded when arranging various documents of citizenship, cornered, and scapegoats when
problems arise smelling racist in this country. Through Law No. 62 of 1958, SBKRI for the first time set and
turned out to be an obligation for citizens of ethnic Chinese to public service. This becomes a discriminatory
treatment to them. Ratification Law No. 12 of 2006 concerning citizenship on July 11, 2006 by the House of
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Representatives is considered historic because this law replaces legidation citizenship 48 years old.
Citizenship legislation recently considered more humane and load aspirations of ethnic Chinese to be treated
equally with other citizens. Indeed, Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia does
not regulate SBKRI as proof of citizenship in particular, but when interpreted from the norms contained in
them, meaning 'people of Indonesia native', then clearly the law this contains the concept of natural born
citizenship. Thus, an ethnic Chinese Indonesian citizens who do not require the original proof of citizenship,
aswell asforeigners who commit naturalization. In this study, the writers collected data using interviews
and document research. The study documents obtained from a number of facts or information contained in
the documents, books, articles, and legislation related to the research topic. The writer can conclude that
SBKRI isno longer valid after Law No. 12 of 2006 published, but the reality is there are people who still
need SBKRI when issuing citizenship documents with a variety of reasons.



